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I'EPAII\ DESA JOMBOK
(ABUPATTIT TRTiITGGAIEiK

PERATURAN DESATIOMBOK
nIOMOR 3 TAIIUII 2O1A

TENTAIIG

KEWENAIIGAI{ AERDASARXAIS TIAX ASAL USI'L
DAI{ I<TWII{AI'GAII LOI<A' BERSX.AIA DESA

DEr{GAI\I RAIIMAT TI'I.TAN YAI'G MAIIA ES 
I(EPA'A DESA i'OMBOI<,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
Peraturan Bupati Trenegalek Nomor 19 Tahun 2018
tentang Dafia, (es,enangan Berdasarkan Hak Asal Usul
dm Kewendgm Lokal Berskala Desa, perlu
menetapkan Peraturan Deq tentang kesenegm
Berdasarkd Hal{ Asal Usul dan Kes€ndgd Lokal

1. Unddg Unddg Nomor 12 Tahun 1950
tentdePembentukd Daerandaer.n Kabupaten
datamLingkungan Prcvinsi Jaiva Tlmur (Lambaran
NegaraRepublik Indonesia Tanun 1950 Nomor 19,
Tambahanllebaran Negaia Republlk Indonesia
Nomor glsebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undag Nomor2 Tanun 1965 tentang Perubahm
Batas Wilaran btapmjasurabaya dan Daerah
'lingkat II SuEba_va densanmensubah Undans-

12
tentdgPembentukan DaeEh-daerah (abupaten
dalamLingkungd Provinsi Jawa Timu. dan Undang-
UndmgNomor 16 Tanun 1950 tentang
Pembentukan Dae.andaeEhKota Besar dalam
Lingkunga. Provinsj Ja{'a Tinur,Jawa Tengah,

Jogjakarta(r.mbed Negara Republik Indonesia
Talun 1965 Nomorrg, Tambahan tfmbean Negara
R€publik Indonesia Nomor273O);

2. Undang-Undang Nomor 6 'lahun 2014 te.taDg
Dee(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 NomorT, Tmbane Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5495) i



3. Unddg-Un.lang Nomor 23 Tahun 2014
tentaneP.merintahan Daeran (Lemba.an Negea
RepubLiklndonesia Tahun 2014 Nonor 244,'lmb.nd kmbaEnNegda Republik Irdonesia
Nomor 55a71 sebagaim@a telahdiuban b€berapa
kali terakhir denge Undang-UndagNomor 9 Tahun
2015 t€ntang Perubahd Kedua Atasundans-

23
tentdgP€merintaid Daerah (Lembaran Negara
Republiklndonesia Tanun 2015 Nomor 58,
Tambahan LlmbdanNee a Republlk indonesia

.1. PeEtuEn Petue.intal Nomor 43 Tahun 201.1
tentdgPe.aturan Pelaltuzd Undang-Undang
Nomo. 6 Ta]1un201.4 tenrans Des ll4mbaran
Negara Republlk lndonesiaTanun 2014 Nodo. 123,
Tmbahd L€mbaEn NesaraRepublik lndonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubahdengd
Pentumn Pemenntah Nomor 47 TEnun 201stenrang
Perubahan Atas PeEtunn Pemerintah Nomor
43Tanun 2014 tentanA P€raturo Pelal{s ad
Unddg Undag Nomoi 6 Tanun 201.+ tentmg Desa
(t?mbaranNegara Republik hdonesia Talun 2015
Nofro. isT,Tambahan Lembdd Negara Republjk
lndonesia Nomors717)i

5. Peraturan Menteri Ddd Negen Nomor 111 Tahun
2ol4tentds Pedoman Teknis Peratu.an di Des
(Berita NegaraReplblik Indonesia'lahun 201:r

6. Peraturan Menten Dahm Negen Nomo. 80 Tahun
2015tentang Pembentukd Produk tlukum Daerah
(BeritaNegda Republik Indonesia Tahun 2015

7 Peratuim Menteri Dald Nege Nomor 44 Tanun
20l6tentang Ks,enangan Des (Berita Negara
Republil'ndo' Fs,a Ta,h n /016 r\oror r0'r7)

a. Peraturan Daerah Xabupate. Trenggalek Nomor 12
Tahun2015 tentdg Pemerintahan Dee (Lembdan
DaeranKabupaten TrengAalek Tahun 2016 Nomor
121-,

9. Peratura. Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5
Tahun2016 t€ntang Pembentukan Produk Hukum
D€sa (r€mbad Da€rah(abupaten Trenggalek
Tahun 2016 Nomo. 2, Tdbahan L.mbaran Daemn
Kabupatsen 'rrenggalek Nomor 54)i

10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 T.nun 2018
tenteg Daltar lGwenangd Berdasrkan Ha1< Asdl
Usuldan Kesenangan Lakal Berskala Desa (Berlta
Daerah(abupaten Trenssal€k Tahun 20la Nomo.
r9)i



MEMUTUSXAI{:

PER,{TURAN DESA TENTANG KEWENANGAN
BERDASAR(AN HAK ASAL USUL DAN (DWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

BAB t

BEAEIITTIAII UMUii

Pa&t 1

Dalm Pe.aturd Desa ini yane dimak6ud dengan:
l. Penenntah Dadah adalah Bupati Trenggalek

seba8ai unsui penyelenggda Pemerintahan
Daerah yang memimpi. pelaksanam urusm
pemerintahan -vang menjadi kewsnangan daerah

2. Daeral adabn Kabupaten Trenggalek sebagai
lrebaruan r rst'dal,€r hr(um \dA nprpu.)s'
baus bcr., k "\ah *aC bFruena.g mFlAdr-r
dM rPngurLS -rusd pFrp--iohan dd
kepentingd ma6yaiakat serempat menurut
prakare sendiri bedasarkan aspirasi masydakat
dalam sistem Negara Kesatum Republik

3. Bupati adalah Bupati Trenggatel(.
4. K€camala adalah bagian wilayah da.i Kabuparen

Trenggalek ldg dipimpin oteh .@at.
5. Caoat adalah (epata Kematan dald

KabupateTren8salek y&g berada di bawah de
berttugg!ng|atrabkepada
SelJetaris Daerah.

6. Desa adalah Desa yang selanjutnya di$but Desa,
adalahkesatuan masJa.akat hukud ymg memiliki
baE< wrld\dijdA bFn\F"a-g u1,uk rcnecrur
dan meneu--s rrustrpenen.tEn.n. kepFnlnaa
nasyarakat setempatberdasarkd prakarsa
masydakat, hak asal usul, dd/atau hak
tradisional yanA diakui dan dihormari datam
sistem pemerintahan Negda Kesatud Republjk

7. Pemerintanan Dee adalah penyetenggaraan
pemerintahan dm kepentingan

masyarakat setempat dal@sistem lemenntahe
Negara Kesatud Repubiik tndonesia.

I Pemerintah Desa adalah Kepata Desa dibdtu
Perangkat Deq $baga un6ur penyelengsara
Penenntahm Des.

9, Icpata Desa adalan pejabar pemenntan desa yms
mempunyai wewenang tugas dan kewajibo
untuk menyelerggarakm rumai tdgAa Desanya
dd melal{makan rugas pemennbb dan
Pemerintal DaeBh



'O Badan Pemusldaid. Dpsa y.arB selal uhvddrsrgkal BDD adal.h lpabdga )..gmelakqna]td lungsi pemenntahan r rs
a.eeotanya merupaka. eakil ddi penduduk desa
bedasarkm ketetuakitan wilayan dan ditetapka!
secara demokaris.

11. Lembaga kemasydat{ate Desa adatah tembaga
}ang dibenruk oleh mas:\rdakat sesuai keburuhm
dan merupakd mitra pemerintah dee datam
memberdaFkan masydaakat desa.

12. l4usya{arah Desa adalah musJawdah aniara
badan permusyawdatan dee, pemerjntah desa
dan unsur maslarakat rme diselenssa.akan oleh
badd pe@usFwararan desa untuk menrepakati
hal J,ang bersifat sratesis

l'l oFr6rrr"' DFsa ddadh pcrarJr.n pF.Lnrtarts
undo.gd \a.C d:ter,pkM o'ch kepaia Dpsc
$telah dibalLas dandisepakari bersama badan
pemusIauaratd des.

14. An8ga.an Pendapatd dan Belmja Desa,
seianjutnya disebut APBDes adalah rencana
keuangan tahunan pemenntan desa.

l) P"mbanCLntu dey od€t.,h upa.a pcnrnBkaran
l,ual.rEs riduo dM \e.dLpd ur-un spbesd -bemya kesejalteEan masyaEkat.

L6 kpk.ndngar Dcs. ddata,h ker.nasd J.nEdirjlikr Drs -Ftipuri kcrFlarCan orbidd8
o.r\clenBgtudl pempi-rz]1ar d.sd. Delak*na
Derbdnau,Jl oFrE. penb,narr t<. mi sr o a r<a.a ndes. dan pc rbFrddlaan ras\"%[ar dcsa
beroas-rkcn pr.kz-e ma:ta-aka.. t-ak as-t JsLl
dm adat istiadat .lesa.

17. I{ewenangd bedasarkm hak asal usul adatall
hak ydg merupalm qarisan yang masib hidup
dan prakarsa De6a atau praka.s masyarakat
Desa sesuai denganperkembangan kehidupan

18. Kewenangd lokal berskala Desa a.lalah
kesenangm untuk mengatur dan mersurus
kepentirgan masydakat Desa yeA retah
dtardkan oleh Desa atau mampu dd etektit
drjalankd oleh Desa atau ytug muncul karena
peikembangd Desa dan praktusa masvarakat
Desa

19. Tanah Desa adalah tanah ],ang dikuasai dm atau
dimiilki oleh pemerinrah des sebagai salah satu
sumber pendapatd asli desa dan/atau unrut
kepentinsd $siat



BAB IT

JENIS I{EWINAJIGAIT DESA

4. Pengelolaan Tmah Kas Desai dan
5. P€ngembangu pe.an masydalat

kwenange Berdasarkan Ha]r Asal
indetifikasi dan infentarissi meliputi :

Pas.l 2

{1) l<ewenangan Des vang dlatur d.lm PeraturM
Desa ini mellputi:
a. kencnmgan berdasarkan hak asal usuli
b. kqena.qan lokal berekala Desi

(2) Kewenegd jdA ditugaskd oleh Pemerintah,
PemenntahDaeran Provinsi, atau Pemerintah
Daerah dan Ke{€rangdlajn yang ditugaskan oteh
Pemerintah, Pemerintah Dae.ahProvinsi, atau

BAB IIT
KEWENAI{GAI{ BERDASARKAIT IIAT' ASA' USULp*at 4

,tFwpndge be.dc*rns. hak as.lusu. mrtrp r

t. Sistem orsanisasi has\-arakat adati
2. Pembinae kelembaser nasyda]rari
3. Pembinaan lembaga dan hukua adat;

Perundang-undanse
menyesuailan denganketentuan peraturan
perundans unddgan.

Psel3
(1) Pelakstuaan kelvenangd bedasarke hak asal

usul de kewenanBan lokal berskala Desa
sebasaimana dimal<sud dalao Pasal 3 araL (1)
hurufa dan huruab diatur dan diurus oleh Desa.

(2) Pelaksnaan ke{€nangm yanA ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintal DaeEh Provinsi. atau
Pemerint.n Daerah dan pelaksanaan kewena,tsar
lain ydg diruqaskanoleh Pemerintan. Pemerintan
D"Fr"l D.o'in\' 

".€uopmp.i rch D...at sesra.
dengan ketenrud peraturan perundanE
unduge sebagaihana dimaksud dalam pasal3
arat (2)diurus oleh Desa.

(3) Penusasan sba€aimana dimaksud pada ayat (2)

pehbinad rembug rehbug wargai
2. Pembinaan kelembagad masyarakar adat

antda lain : shodaqoh, tradisl, dan boyongm
3 .enbrnad Eie-.nan Lelonpo" \Fnr

:1. Pengeloltu Tanan Desal



5. Pelestarian adat dan budaya di Desa, sperti
bersih D€sa, sembonyo, lonskmsm, muludan,
rajaban, liku€n, syuran, sya'bane, zid.n
kublr, selmatan weton, ngitung batiI,
santunan kepada yatlmpiatu i

6. Pelestarian keenian: jaranan, sholawatm,
terbdgan,kdalitan,warangd, ketoprak,
dgguk, jemblong (sumber ceritamahab{ata,
ra@yana), menthiet (warms menak babat
arapl,iayuban, reog kendang, ke.trungan,

7. Psleshnan budaya gotong royong : kerja bakri,
sambatan, bakti soslal, susuk katiri

a.Pemugdm ma}m penembahan/leluhur
diuiamakan ddi ahli $€rl6(nyunglup) j

BAB IV

I(EC'ENAIIGAN LOI(AL BERS(AIA DISA

Pel s

Ksenangm lokal berskala Desa meliputl:
A. Kewenangan lokal Berskala Desa meliputi:

1. Pengelolan tempat pemandiani
2. Pengelolad jaringan lrigasi;
3. Pengelolaan lingkungan pemuliman

frasyarakat Desai
4. Pembinan kesehatan oaslarakat dan

pengelolaa. pos pelavanan terya.lu ;

5. Pengembdgd dd pehbinaan sanggar seni

6. Pengelolm perpustal{m desa dm tmm

7. Pengelolmn emhung Desaj
8. Pengelolae air minum berskala Desai dan
9 Pembuata. jalan Desa antar pemuklman ke

wilalah Pertdim.

B. Iteivenangan Lokal Berskala De6a hasil indetinkasl
dd infentsnsasi meliputi l
1. lasilitasi dukungan penliape penetapan dan

penegasm batas Desai
2. pengeiolaan dan pengembangan sistem

administmsi dan inlormasi Deqi
3. fasilitasi pengembangm tata .uang dan peta

sosial Dee;
.{. pendataan penduduk dan potensi Desi
5. pehbentuka. organissi Pemerintah Desai
6. pembentukan dan pengelolaan badan usaha

milik Dee;
7. sosialisasi berbagaimperaturan Desai
a. peryeloLm aset dan bmeund milik Desai



9. pe.etapd pos kemdd dd pos
kesiapsiagm lainnya sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat

l0.pendampingd pentrelenggaraan pemllihan

I 1 peningkate kapasitas apdatur pemerintaie
dan lembasa kemasvaral{at Desai

12. pengelol@n arslp Desai
13.pentelenggdad kerl'asama antar

dm/atau dengu plhal keriea;
l;1. peneelolaan sistem informasi Desai
I 5. pe.gelolaan administrasi Deei
16. pembinm dan peosembanean usha

petanian, perikanan,
petemal]an, perkebunan, keraiinm dan
pari$,]sata skala Desai

17. fasilitasi pelaksmd pelayanan dasar
n.\)d.\., a-'crc 'drn Lc'eharrr dds.'.
pendidikd non fomal dan peningkata.
rtononi r.*!rald' -cgisuasr
kelenduduka dan pencatatan sipil Deel

18. pemantauan dan rmgaap dm.ai bencana
ard dan kejadian luar biasa skala Desa;

19. Pensembdgan jaingan jnlomasl dm
komunikasi Desa dm anrar Desai

20 lasilitasi dan penyebdluasd infomasi burq

21 lasilitasi dan penl€lenggdad pelatihan
tenaPa kerla skala Desai

22.lasilitasi dan perlindungan keluarga renaga
keda indonesia skala Desai

23.pembend suEt pe.santar ijin hajatd dan
keramaia. skala Desar

24. pengembangan tenaga keehatm Desai
25. pemantaud upaya kesehatan hadisional;
26. fasilitasi sunalan msel:
2?.fasillia6i dan penyelenggaraan penyuluhm

masyarakat diantaranya kesehatan, narkoba
dan keluarga berencanai

2S.fasilitasi penl,elenggaraao Pendidikan Anal
Usia Dini(PAUD), TMd Pendidikan Al-Quran
(TPA/TPQ) dan Mad€san Diniyah;

29. pemberian bantuan siswa miskin ymg beium
masuk P.ogram pemerintah i

30. penanegulansd kemiskina. tingkat Desa;
3l.penmtauan dan pencegaha tindakan

kekerasan terhadap perempud dd makj
32. fasiiitasi dan/atau !€nAu.usd o.ang teridtd
,3 nc-gemoe go I Fr o"or produ ,r .ok6l D.sa.
34.pendatad tingkat ketersediaa pangan skala

35. pengelolaao dan peneembdgd Badan Usaha

36. pengembangd teknologi tepai Cuna
pengolahan hasil pertaniedan p€.ikanan;



37. pemanfatan dan pengelolzfu sumbeidaya
alah ydg tidal dipeijuarbelikan untuk
pembangund Dee, hutd desa dan
Lingkungm Desa:

38. pengelolaan dan pemanfatan sampah Desa:
39. pembinaan keamanan, ketellibm dan

lerenre,dd .LJaJ'-}l dd rd,y.rak,r D"v:
40. fasilitasi dan pembiraan kelompok keagmm

41. pembiraan da. fasilitasi pembedaytu
masyarakat Desaj

.12. fasiLitasi pembentukan dan peningkaran
kapasitas kelompok-kelompok masya.a}at;

43. fasilitasi pehbentukan dan peningkatan
kapasiias kelompok-kelompok maslarakat;

.1.1 iasilitasi pemberld bantuan hukum kepada
{arga nasyarakat Desai

.l5.penlclenggdtu perencdaan, pelaksanaan,
monnonne dan evolud". pen balBrn4r D-s..

46. pengembanean produk unegulm Des;
47. peneembmgd stuana oLan raga Desa; dan
48. penanganan bencana berskala Desa tmg

statusnya ditetapkm oleh Kepala Desa.

Pa*I6

(1) Kewenansan Desa berdasarkan hak asal usul dan
(" en. cd lol"l bp'\\a-d Des +baC"irala
dimaksuddalam Pasal 4 dd Pael 5 tuenjadi
dasd bagl Des unruk mengatur dan mengurus
pembangunan dan anggdm Desa melalui

EAI V

PELA(SAITAIN T'EWEI{A!{GA![ DESA

JmgkaMeneneah Desa (RPJMDesa), Rencana
Kerja PemerlntrnDes (RKPDesa) dan Anssaran
Pendapatan dan BelanjaDesa (APBDesa)

(2)Ketenlua, leblh lanjut mensenai pelaksanaan
kewendganDesa berdasdkan hak asai usul
*bags.imda dirDl{sud pada ayat (1) diatur
dengan PeratuEn (epala Des dan/atau
Keputusd Kepala Desa

(31 Rumg lingkup p€laksanm meliputil
a. ieailsasi peLansdaani
b. tingkat pen.apaiani
c sumber dm junnan mgga.d yds digunakan;
d qrana dan prasaranal dan



e. pemasalahan ydg
pe.yeleeimnya.

(4)Pe.ubahan kelvenansan ditetapkan densan

PGal T

Pe.yelenAedad Kervenmgd Desa berdas kan hak
asal usul de keicnanean lokal berskala Desa
ebagaimana dimaksud dalam Paei 4 dan Pasal 5
dilal<smal<e secda ter.ib, efisien ekonomis, efektif,
transparan dan bertanggungjawab esua ketentum
peraturd perunddg undangd.

Pasl a

(1) Desa dapat oelalukan perubahd kerven@g@
slain kewenangan }'ang ditetapkan dalam Peratuian

(2) Peruband kerendean sebaeaimma dimaksud
pada ayat( 1) dilakukan dengan caE:
a. hetrmball keN€nmgan bdui atau
b. melakukan peiubahan sebaeian atau seluruh

(3) Perubahan keu€nansm dilakukd berdasdkan
hasil penilaim tim evaluasi kabupaten.

pa8al9

lGpala Desa melaporkan penyelensgaEd ke{enangan
Desa be.dastukd hak asal usul dan kewenanga, iokal
berskalaDee kepada Bupati melalui Camat dengan
tehbusm kepada BPD palina sedikit stu kali daim
satu tahun atau sesurik hLh,h:n

Pa8al 10

(i)Pemhiaya untuk pelatsd:m kewenegan
berdasrkan hal{ asal usul dan kewenangan lokal
berskala Desa bersumber dari Anggdm Pendapatd
dd Beldja Desa.

(2)Selain pembiayaan dari Ansgdm Pendapatd dd
Bela.jaDesa sebasaim@a dimaksud pada ayat (1)
dapat dibjayaidari:
a. Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesaidan
b. sumber lalnnya ydg sI da tidak mengikat

sesuaidenAm ketentuan pe.aturan perundang-



Pael11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, Agd stiap ormg menget.Iuinya,
mempnnta}lkar pergunddAcn PFraiurd DF$ rn'
deigan penempatannya dalar Lehbdd Desa Jombok

BAB \/t
XEIE!flTUAIT PEITTITUP

AJOMBOK.

25 Jul1201a
SE

RUS!'ADI
LEMBARAN DESA.IOMBO( TAHUN 201A NOMOR 3



BTRITA ACIIRA IIIUSYAWARA}I DESA

TEIITAI[C

TIASIL MEMTLITI DAI"TAR KEWENANGAIT DDSA
BERDASARXAX HEX ASALUSUL DAN

IIEWENAI{CAII LOI<AL BERSKALA DESA

Pada hari ini .abu tanggal dua puluh lima buian juti bnun dua ribu
delapan belas, bertempat di Baial Desa Jombok tetal dilalsanakan
Muslawdah Deq dalam rangka mengkaji dan memilih kescnangan yang akan
dilakqnatd oleh Desa Jombol< berdasdkan daftar kewenangan Dea yang
diatur dalam PeratuEn BupatiTrenggalek Nomor 19 Tanun 2O1a tentang
Daltar Kewenangan BerdasarkanHak Asal Usul dm Ke{cnangan tok.l
Be.skala Desa, }ang dihadiri oleh BPD, Kepala Dea, perangkar Desa, unsur
Ifmbaga (emasyarakatan Desa da unsur msyarakat Desa sebagaihana
daftar hadi. terlmpir, dengankegiatan sebagai b€nkut:

Pemilihan kesenansm Desa berdaskan hak asal usul Desa dan
kesenanee lokal berskala Desa Img akan dil,a1{sanakan oleh Desa
Jombok berdastukd daftar kewendgm Dee leg diaturdatam
Pe.aturm Bupali Trengsalek Nomor 19 'lE]1un 201a bntans Daftar
kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewendgan Lokal
Berskala Desa densm mempertimbogkan situasi, kondisi dan
kebutuhd lokal di Deq

Rin.ian Kewenangd Des berdasarkan hak asat usul Desa
dankeBendgan lokal berskala Dee yane dipiih dan ald
diLal{sa.akanoleh Dee Jombot, adahn sbagai bedkut:

(e\Fn"ne"r jrrdas"'[an l-.\ dsa u\Ll melipu i.

1 Sistem oredisasi masyaral<at adatl
2. Pembin@n kelembagaan masyarakat;
3. Pembinan lembaga dan hukum ada!
4. Pengelolaa, Tanah Kas Desa; dan
5. Pengembesan pere tuasyarakat Oesa.

Kew€nangan Berdasdkan llak A6al usul hasil indetjtikasi dan infentarisasi

Pembinaan paguyubd I galtrah, pembinaan rembug .embug \!a.ga;
Pembinaan kelembagm masrarakat adat dtara laln : shodaqoh,
tradisii da boyonBan
Dembin-"r p-'esLaror kelompol \enr .rad,sro .a',
Pengelolaan Tanah Desai
Pelestdian adat dan budaya di Desa, $perti be.sih Desa, sembonto,
longkangan, muludan, rajaban, likurd, syuran, sya,banan, ziarah
kubur, selamaian Neton, ngitung batih, santunan kepada latimpiatul

1.

2_

3.

5.



6 Pelestarian kesenian: jtumm, shotas,aian,
terbangan,karaxitd,wayoga., ketopral, angguk, jenblone (sumber
ceritmanabarata, ramayana), menthiet (waydg menat babat
arap),tar-ubd, reog kendangj kentrungan, ma.apatl

7. Pelestarian budaya gotong tulong I kerja bakti, sbata., baktl sosial,

a. Pemusaran mar<m p€nembahan/letuhur diuranMt{an dan anu
wdls(nyunskup);

g. Bersih makam.

reNenanem Lokai Berskala Desa meliputi:

1. Pengelolaan teopat pemddiani
2. Peneelolaan janngan ingasi;
3. Pengelolaan lingkungd permukiman masrrral<ar D€saj
4. Pembinm kesehatan oasydakat dan pengelolaan pos lelayand

5. Pengembangan dan penbiraan sanggd sni dan belajari
6. Peneelolaan perpustakam desa dan iame bacaanl
7. Pengddm embung Dee;
a. Pengeloltu air tuinum berskala Desaj dan
9. Pembuatanjalan Desa antarpemukiman ke wjlaFn pertanian.

](ewendgd Lokal Berskala Desa hasil inderifikasi du intentsrisasi meliputi :

t. fasilitasi dukungd penyiapan penetapd dan penegasd batas Desaj
2. penaeloiaan dan pengenbansm sistem administrasi da. into@asj Desal
3. fasilitasi pengembdge tata ruang dd peta &sial Desa;
4. pendat@ penduduk dan potensi Desaa

5 pembentukd organiqsi Pemerintal Desai
6. pembentukan dan pengelolam badan usslu milik Desa:
7. $siallsasi berbagaimpeEluran Desa;
8. pFnAr'ol-"r qer de odg na.n...De5a.
9 penetapd pos keamanan dan los kesiapsiaga lainnF sesuai dengan

keburuhan dan kondisi sosial maslarakar Desai
10. pendahpinga penyelenggaEan pemilihan Kepala Desai
ll.peningkata kapasitas aparatur pemerintahd dan lembaga

kehasyarakat Deel
12. pengelolaan arsip Desa;
I3. penyeleng8araan kerlasama mt Des dan/atau dengan pihak ketisa;
1:r. pengelolad sistem inlomasl De6al
15. pengelolaan administ€si Deei
I6.pembintu dan pengembdgan usaha produktil biddg pertanian,

penkanan, petemakan, perkebunan, kerEinan da! panwieta skala

lT.fasilitasi pelaksdam pelatanan dasar masyarakat antda lain
lesehatm dasar, pendidikd non formal dan peninglate ekonodi
masyaral<at serta rsistrasi kependudukd dm pencaratm sipil Desai

la.pemantauan dan tanggap daiurat bencana ald dan kejadian luar biasa



lg.Pengembmgarl jdlngd infomasi dan komu.ikasi Desa dm dtar

20.lasilitasi dan penyebarluasan iliomasi bursa tenaga kerjal
21.fasi1itasi dan penlelenggarm pelatihm tenaea kerja skala Desaa

22 fasilitasi dm perlindungd kelurga tenaga kerla indonesia skala Desal
23.pemberld surat pengantar ljin hajatan dan ke.amaian skala Desai
24. lengembdgan tenaga kesehatan Desa;
25.pemmtaud upaya kesehatan tradisional:
26. lasilltasi suratan massali
2T.fasilitasi dan peryelenggalaan penyuluhan masyaralat didtardya

kesehatan, narkoba dan keludga berncana;
2s.fasilitasi penyelenggdaan Pendidikan Anak l-lsia Dini(PAUD), Taman

Pendidikan Al-Quran (TPA/TPQ) dan Madraeh Diniyahi
29.pemberid bmtum siswa niskin tang beluo masuk program

30. penanggulanean Lemiskine tingkat Desai
31. penantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan

32.fasilitasi dd/alau pengurusan orang terlanra dd dilabell
{ l.p-aAer b.nga' pLo'or ip'odJ(r lotal DF\-.
34.pendataan tinakat ketersediaan panaan skala Desai
35.pengelolaan datr pengembmgm Badm Usaha Milik Desa;
36.pensembegan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertaniandan

37 pemanfetan dan pengelolaan sumberdaya alam yang tldak
diperjualbelikan unruk pembmgunan Desa, hutan dee dan lingkungm

38.pe.gelolaao dan pemanfaatan sampah Deei
3g.pehbinaan keaftand, ketertiban dan ketenteramm wilalah dan

masyarakat Desl
40. lasilitasi dd pembinad kelompok keagamaan dl Desai
.+l lembinaan dan tasilitasi pemberdafaan maslarakat Des;
42.lasilitasi pehbentukm dd peningkatan kapasitas kelompol-kelomlok

43.lasilitasi pembentukan dan peningkaian kapasitas keloapok kelomlok

4.1. fasilitasi pemberid bmtuan hxkum kepada {arAa masreakat Desa;
;15. penleleneearaan perencmaan, pelalsaan, monitonng dan evaluasi

pembangunan Desai
46.pengenbangan produk unggulan Desaj
.rT,pengembangan sarana olah raga Dee; de
4a.penanganan bencana be.skala Desa Iang statusnya ditetapkan oleh



PERSETUJUAIS BERSAMA

Nomor 3 Tahun 2014

PA,A DE5A DAn EPD

TENTANG

tallult 20la

lada lrdi ini Rabu tan8Aal dua Duluh Iima bulan jull T.hun dua nbu dell]rdn b€las.
kami yanq berlandalanqdn di lDs2h nn l

dalam hal ini bertindal{ untuk dd atas nama PeuennLah
I)es Jomb.k , selanjutnra disebul sebagai PISAK

: Ictua BPD D€sa Jombo!
dalam hal ini benindal uDtuk de atas nama RPD Desa
Jomlx,k, selsni,nny, disehni s.hs,i PIHAI( XIEDUA

2. PrHAx PFTRIIMA rk,n mrnFmpaikon kepada Bupati unhrk dicvahasi $lambat-
lanbarnya 3 (dga) han kerta serelrh bnggal di.ndatangani berita acara nri.

PIIIAK I(rjDUA lelih mcmbahas dan henvelujul PeEnrran Desa tentang K€knangan
Berdasarkm IIa]{ Akl Usul dan l(esmaDgaD lrkal Berskala Dcsa yang tclah diajukan
oleh PIIIA( ITTRTAMA, *bagaimana rertuma pada catata yaDg t.dmpn Berita

1. PIHAI{ PERI'AMA dapat m€nerima dengan Laik dan akan menyelcviksn
I(e{enmgan B€niaskan Hak Asal Usul dan lGwenangan L.kal ts.rsk.l, Des,
sebaAaimm tertumg lada catata! yang terlamni. berib a.rm ini sLmbrt
Lmbatnva *beluB 3 (tiga) hari kela setclah anggal dnand.langani beril€ ,@m

, (Df- !A DUSA JOMBO(



AT'EAT PERSETI'JUATS BADAIT PDRIUAYASAIAfAIT DESA
DISA JO BOK XECAUATTN PUAE XABI'?ATEX TRT)IGGAIEX

Pada haii ini Pqbu Tdegal Dua Puluh lima Bulan Juli Tanun Dua Ribu
Dclapan Belas kamj Anggota Badan Pemusyavararan Dee (Bm) densan ini
menbenkan Pe.serujum tdpa .atatd atas pengesald Peraturan De* Jombol
tent&g Kevenangan Berdasdld Hak Asat Usul dan Kewemgan hkal Bcrekala

4

KDTUA

UNTUNG MULYO SUWITO

@h

MUSYAWARATA}I DESA



Keputuen hasil musyawdah Desa ini menjadi dasar bagi BPD
ddPemerintalr Des dalm penyusun@ R@cdgu Peraturu Dee
tentmg kewenmgm Desa berdaskd haL a*l usul dd
kewenanganlokal beEkala Desa. Selojuinya. Rd.mgan PeEtumn
Dee dinDlsudak dibanas dd disepalati bersea oleh BPD dd
K€pala Des, dandit€tapkan menjadi Peraturd Desa oteh Kepala De*.

Demikiao Berita Acara ini dibuat uEtuk dijadikan band seperlunya.

sA JOMBOT{, N DESA.IOMBOK

o,sr
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, Lln{u,4 n r".)'

PERWAKLAN PESERTA MUSYAWARAH DESA
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